
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 1999 

TENTANG 
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK 

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 

22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

      2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3290); 

      3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3641); 

      4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3668); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA 

CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN 

PEMASYARAKATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah 

Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan. 

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan. 

3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau 

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif,  kuratif, dan 

rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan di LAPAS. 

5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan 

kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 

sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien 

Pemasyarakatan. 

6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan 

kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
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7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS 

setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa 

pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. 

8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka 

tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok. 

9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi bidang pemasyarakatan. 

 
BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN 
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN 

 
Bagian Pertama 

Ibadah 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk 

melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

(2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam 

LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan. 

(3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan 

pendidikan dan bimbingan keagamaan. 
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(2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan 

dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan 

Kepala LAPAS. 

(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat 

dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan 

kemasyarakatan, atau perorangan. 

 

Pasal 4 
 

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti 

program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya. 

 
Bagian Kedua 

Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani 
 

Pasal 5 
 

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat 

perawatan rohani dan jasmani. 

 

Pasal 6 
 

(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 

melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. 

(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan 

pendidikan budi pekerti. 

(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan 

instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. 
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Pasal 7 
 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

mendapat perawatan jasmani berupa : 

  a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; 

  b. pemberian perlengkapan pakaian; dan 

  c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 

(2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak 

Negara selesai didaftar. 

(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian 

seragam yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 8 
 

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 
Bagian Ketiga 

Pendidikan dan Pengajaran 
 

Pasal 9 
 

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran 

bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

 

Pasal 10 

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan 

pengajaran. 


